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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan untuk menjawab 

rumusan masalah pada Bab I dalam penulisan ini yaitu mengenai “Bagaimana 

pertanggungjawaban bank atas kerugian yang diderita nasabah akibat 

skimming berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan?” dan “Bagaimana penyelesaian sengketa antara bank 

dengan nasabahnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan?”. Penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh 

bank kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming. 

Pertama, bank dapat memberikan pertanggungjawaban dalam 

bentuk pencegahan kepada seluruh nasabah bank atas terjadinya 

skimming dengan cara mengubah seluruh pita magnetik yang ada 

dalam kartu ATM debit/kredit dengan chip only, dan tidak ada pita 

magnetik lagi dalam kartu karena informasi data pribadi nasabah 

dapat diretas oleh pelaku kejahatan melalui pita magnetik yang 

terdapat dalam kartu ATM debit/kredit. Kedua, berdasarkan Pasal 

29 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa bank wajib 

bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat 

kesalahan/kelalaian bank, menurut penulis pertanggungjawaban 

yang tepat dalam hal ini adalah ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Bank wajib 

memperhitungkan segala kerugian yang dialami oleh nasabah 

berkaitan dengan segala biaya, rugi (material dan immaterial) serta 

bunga yang timbul akibat skimming. 

Lalu, dalam hal ganti rugi nasabah harus mengklasifikasikan 

terlebih dahulu apakah skimming termasuk dalam wanprestasi atau 

PMH. Skimming dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi jika 
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terhadap para pihak terdapat perjanjian dan prestasi dalam 

perjanjian tersebut terukur. Sedangkan, skimming dapat 

diklasifikasikan sebagai PMH jika terhadap para pihak terdapat 

perjanjian tetapi prestasi terhadap perjanjian tersebut tidak terukur, 

atau terhadap para pihak tidak sama sekali terdapat perjanjian.  

2) Penyelesaian sengketa terhadap kasus skimming antara bank 

dengan nasabahnya pertama-tama harus diawali dengan pengaduan 

yang berindikasi sengketa dari nasabah ke OJK, lalu pengaduan 

tersebut terlebih dahulu wajib diselesaikan oleh bank (internal 

dispute resolution) yang diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 

dimulai dari penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan 

penyelesaian pengaduan. Selanjutnya jika nasabah tidak puas 

terhadap penyelesaian pengaduan yang diberikan oleh bank maka 

nasabah dapat mengajukan penyelesaian pengaduan ke OJK yang 

diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/201. Selanjutnya karena 

fasilitas OJK hanya sebatas penyelesaian pengaduan, maka jika 

para pihak tidak puas terhadap hasil penyelesaian pengaduan 

tersebut, para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan atau melalui pengadilan (external dispute resolution). 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS, 

khusus bagi perbankan yaitu LAPSPI yang diatur berdasarkan 

POJK No. 1/POJK.07/2014 dan SEOJK No. 2/SEOJK.07/2014 

yang terbagi menjadi 3 layanan yaitu mediasi, adjudikasi, atau 

arbitrase. Selanjutnya, dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh 

LAPSPI tidak sesuai dengan harapan para pihak, maka para pihak 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dimulai dari Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. 

2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan dalam Bab VI, terdapat 

beberapa hal menurut penulis yang harus dilakukan agar pertanggungjawaban 
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dan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dapat terlaksana 

dengan benar, yaitu: 

1) Mengingat sejak tahun 2015 hingga sekarang banyak sekali 

nasabah yang terkena skimming, saran dari penulis yang harus 

dilakukan oleh pihak bank sebagai pihak yang memberikan 

fasilitas kartu ATM debit/kredit pertama-tama bank harus 

meningkatkan keamanan kartu ATM debit/kredit dengan cara 

mengganti seluruh kartu ATM nasabah menjadi chip only hal 

tersebut merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dapat 

dilakukan oleh bank untuk meminimalisir adanya pencurian data 

nasabah melalui skimming. 

2) Selain meningkatkan keamanan kartu ATM, bank wajib 

meningkatkan sistem IT Security dengan cara bekerja sama dengan 

para ahli di bidang teknologi untuk membentuk IT Security yang 

lebih aman bagi nasabah, karena dengan adanya skimming terlihat 

bahwa IT Security perbankan kalah canggih dengan teknologi 

pelaku skimming. 

3) Bank wajib meningkatkan keamanan dan pengawasan lingkungkan 

ATM, pengawasan secara berkala di wilayah luar bank juga wajib 

dilakukan karena pelaku kejahatan mengincar ATM-ATM yang 

letaknya terpisah dengan bank, hal ini menunjukan bahwa ATM 

yang terpisah dengan bank memiliki pengawasan dan keamanan 

yang kurang. Dalam hal ini, menurut penulis bank terlebih dahulu 

harus mempelejari mengenai penggunaan skimmer yang ditempel 

di mesin ATM, dan meningkatkan mesin ATM tersebut sehingga 

skimmer sulit untuk di tempel di mulut ATM. 

4) Selanjutnya, bank wajib meningkatkan edukasi kepada para 

nasabah karena dengan banyaknya kasus skimming yang terjadi di 

Indonesia baik karena kesalahan bank maupun kesalahan nasabah, 

hal itu menandakan kurangnya edukasi yang diterima oleh 

nasabah. 
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5) Berkaitan dengan peraturan, diharapkan pemerintah maupun pihak 

bank sendiri dapat membuat atau melakukan penyesuaian 

peraturan dengan memperhatikan karakteristik kejahatan skimming 

agar pertanggungjawaban para pihak yang terkena skimming 

menjadi jelas, karena dengan peraturan yang ada saat ini masih 

terdapat nasabah yang dananya hilang dan tidak dikembalikan 

karena ketidak jelasan peraturan skimming. Pemerintah dapat 

melakukan penyesuaian melalui peraturan perundang-undangan, 

sedangkan bank dapat melakukan penyesuaian melalui peraturan 

mandiri. 

6) Peraturan perundang-undangan yang disesuaikan oleh pemerintah 

atau OJK diharapkan setidaknya berisi mengenai sanksi berupa 

ganti rugi yang diberikan oleh bank kepada nasabah dilengkapi 

dengan pengaturan pembuktian skimming itu sendiri. 

7) Dalam hal skimming telah terjadi, pihak bank dapat dikenakan 

sanksi berupa kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada nasabah 

yang mengalami kerugian akibat skimming. 
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